BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEFARA
MOMOR 17 TAHUN 2008

TEMTAMNG

FENYEDIAAN DANA UNTUK MEMBIAYA|I BELANJA YANG BERSIFAT MEMGIKAT
DaN BELAMNJA YANG BERSIFAT WAJIB BAGI SATUAN KERJA

Menimbang

Mengingat

PERANGEKAT DAERAH TAHUMN ANMGGARAN 2007

BUPATI JEFPARA,

- a, bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemearintahan

di Daerah sebelum ditetapkannya APBD tahun anggaran 2007

perld memberikan Pedoman Penyediaan Dana untuk membiayai
kegiatan dimaksud,

b. bahwa sesuai pasal 132 Peraturan Menter Dalam Megeri

Momor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah disebuilkan seliap pengsluaran Kas yang mengakibatkan
beban AFBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan
Feraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan
dalam Lembaran Daerah kecuali untuk Belanja yang bersifat
mengikat dan Belanja yang barsifat Wajib.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b parlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyediaan Dana untuk membiayai Belanja yang bersifat
mengikat dan Belanja yang bersifat Wajib bagi Satuan Kena
Ferangkat Daerah Tahun Anggaran 2007

. Undang-Undang Momor 13 Tahun 1850 tentang Pembenlukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1885 Momor G8, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia MNomer 3312} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Momor 12 Tahun 1994 (Lambaran Megara
Fepublik Indonesia Tahun 1984 MNomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957 tantang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia  Momaor 3685) sebagaimana telah divbah dengan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 {Lembaran MNegara
Fepublik Indonesia Tahun 2000 MNomor 248, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonasia Nemor 4048);
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Undang-undang Momar 21 Tahun 1857 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Megara Republik
Indaonesia Tahun 1997 Momor 44, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 3688):

Undang-undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Megara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan
Mepotisme (Lembaran Negara Republik Indanasia Tahun 1988
MWomar 78, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momar 38517,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003
Momar 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 4Z286),;

Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
MWegara (Lembaran Nagara Republik Indonesia Momoer 4355);

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Megera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indenesia Nomor 4389}

LIndang-Undang Mamer 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan
FPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Megara {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400,

Undang-undang Momor 25 Tahun 2004 tentang  Sisten

Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Megara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Momor 104, Tambahan
Lambaran Megara Republik Indanasia Nomor 4421);

Undang-undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Mamor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4437), sebagaimana felah diubah dengan Undang-
Lndang Momar & Tahun 2005 {entang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momar 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan  Dasrah menjadi Undang-Undang
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momar 108,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4548,

Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomar 1286,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonasia Nomor 4438,

FPeraturan  Pemerintah  MNomor 20 Tahun 2001  tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2001 Momor 41, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indenesia Momor 4090},

Peraturan Pemeriniah Memor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 118, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4138 %
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15.Peraturan Pemerintah Nemaor 88 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001
Momaor 118, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Mornor 4139}

16.Peraturan Pemerintah  Momor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggoia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran MNegara
Fepublik  Indonesia Tahun 2004 MNomor 90, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor  4418),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 37 Tahun 2002 {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momor 24, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomar 45407,

17.Peraturan  Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 tentang

FPengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum {Lembaran
. Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 48, Tambahan
' Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4502);

18.Peraturan Pemearintah Momor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomar 4%, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomar 45037,

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Finjaman
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4574 );
.|: i

20.Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2005 {entang Dana
Ferimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 137, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momaor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomaor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 200&% MNomor 138, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomaor 4578);

22.Peraturan Pemerintah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 138, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomar 4577);

23.Peraturan Pemerintah  Momor 58 Tahun 2005 tenlang
Fengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 4578);

24, Peraturan Pemerintah Memor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momar 150,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2006 Momor 25, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indanesia Momor 4514);



26. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momar 12 Tahun 2006 tentang
Pedaman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27 Peraturan Dasrah Kabupaten Jepara Momor 10 Tahun 2006
tentang  Fokok-Pokok  Pengelolzaan  Keuangan  Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Momaor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomar 3.

MEMUTUSKAN ;

Meanetapkan : PERATURAN BLUPATI TENTANG PENYEDIAAN DANMA UNTUK
MEMBIAYAl BELAMJA YANG BERSIFAT MEMGIKAT DAN
BELAMJA YAMNG BERSIFAT WAIEB BAGI SATUAN KERJA
FERANGHAT DAERAH TAHURN ANGGARAN 2007,

Pasal 1

Calam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Belanja vang bersifat mengikat adalah Belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus yang dialckasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai keperluzan
setiap bulan dalam tahun anggaran vang bersangkutan seperii ; Belanja Pegawali,
Belanja Barang dan Jasa.

2. Belanja yang bersifat Wajib adalah Belanja untuk teraminnya kelangsungan
Permerintahan Pelayanan Dasar Masyarakat seperti Péndidikan, Kesehatan atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ke tiga.

Pasal 2

Fenyediaan Dana untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
paling tinggi sebasar seper dua belas dari angka AFBD lahun anggaran 2006 dan atau
sesuail dengan kebutuhan sebiap bulan dalam tahun anggaran 2007,

Pasal 3

Besarnya Dana yang dapat diajukan unfuk Belanja vang bersifat Wajib menyesuaikan
kebutuhan dan atau menyesuaikan jumlah anggaran yang telah menjadi kesepakatan
dengan pihak ketiga dan atau sesuai dengan Kontrak Kerja.

Pasal 4

Rincian penyediaan Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat Wajib sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,



Fazal &
FPeraturan Bupali ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengefahuinya, memeriniahkan pengundangan FPeraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupalen Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Desember 2008,

WAKIL BUPATI JEPARA,

ALl IRFAN MUKHTAR

Diendangkan di Jepara
Pada tanggal 0 Diseedtr oppl

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 1B,



LAMPIRAN PERATLRAMN BUPATI JEFARA
Mamar |3 TAHUN onb
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Tanggal Pasmber 200b

RINCIAN PENYEDIAAN BELAMNJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAIJIB

I, Belanja Tidak Langsung, yvang meliputi :
1. Belanja Pegawai.

1.1 Gajidan Tunjangan.

1.1.1, Gajl Pokok PNS fUang Representasi.
. Tunjangan kKeluarga.

. Tunjangan Jabatan.

. Tunjangan Fungsional,

. Tunjangan Fungsional Umurm,
. Tunjangan Beras,

Tunjangan PPh /Tunjangan Khusus.
Pembulatan Gaji,
luran Asuransi Kesehatan.
0.Uang Paket,
11.Tunjangan Panitia Musyawarah,
1.12, Tunjangan Komisi.
1.13. Tunjangan Panitia Anggaran. L
1.14. Tunjangan Badan Kehormatan.
1.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
L.16, Tunjangan Perumahan.
1.17.Uang Duka Warat /Tewas,
1.18.lang Jasa Pengabdian,
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1.2, Tambahan Penghasiian PNS.,

1.2.1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.

1.2.2. Tamhahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
1.2.3. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja,
1.2.4. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi,
1.2.5. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

1.3, Belamja Fencrimaan Lainnya Fimpinan dan Anggota DFRD serta
KOH ARDH,

1.3.1. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.

1.3.2. Belanja Penunjang Komunikasi [nsentif Pimpinan dan
Anggotz DPRD,

1.3.3. Belanja Penunjang Operasional KDH fWEDH.

IT. Belanja Langsung, vang meliputi ;
1. Belanja Pegawai.

1.1, Honararium nonr PNS STenaga Kondrak,

1.1.1, Honorarium Tenaga Ahli fInstrukiur /MNarasumber,
1,1.2. Honorarium Pegawai Honorer [Tidak Tetap.



1.2, Honorarium non PNS /Tenaga Kontrak.
1.3, Usng Lembur.
1.9, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.

1.5

Balania Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Simbingan Teknis NS,

2. Belanja Barang & Jasa.

2o,

1.2

£33

Belamia Bahan Pakai Habis,

1.1.1. Belanja Alat Tulis Kantar.

1.1.2. Belanja Dokumen fAdministrasi Tender.

1.1,3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery
kering).

. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya,

. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih.

. Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas.

. Bedanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran.

8. Belanja Pakai Komputer,
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Bajania Bahan /Materal

1.2.1, Belanja Bahan Baku Bangunan.

1.2.2. Belanja Bahan /Bibit Tanaman.

1.2.3. Belanja Bibit Ternak /Perikanan.

1.2.4. Belanja Bahan Obat-obatan,

1.2.5. Belanja Bahan Kimia.

1.2.6. Belanja Bahan Percontahan /Peraga. *

1.2.7. Belanja Aspal.

1.2.8, Belanja Bahan Makanan Rumah Sakit /Puskesmas /RT
Kepala Daerah,

1.2.9. Belanja Keperluan Dapur Rumah Sakit /Puskesmas /RT
Kepala Daerah,

Belanja Jasa Kantor.

1.3.1. Belanja Telepon.

1.3.2. Belanja Air.

1.3.3. Belanja Listrik.

1.3.4, Balanja Jasa Pengumuman Lelang /Pemenang Lelang.

1.3.5. Belanja Surat Kabar /Majalah,

1.3.6. Belanja Kawat /Faksimili /Internet.

1.3.7. Belanja Paket /Pengiriman.

1.3.8. Belanja Sertifikasi.

1.3.9. Belanja Jasa Transaksi Keuangan.

1.3,10.Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan

Umum.

1.3.11.Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar
Kendarazan Barmotar.

1,3.12.Belanja Jasa Service Kantor.

1.3.13.Belanja Gas.

1.9, Befanja Fremi Asurans,

1.4.1, Belanja Premi Kesehatan.
1.4.2. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah.
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1.5 Balana Perswatan Kendaraan Bermotor,

1.5.1. Belanja Jasa Service.

1.5.2. Belanja Penggantian Suku Cadang.

1.5.3. Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas,
1.5.4. Belanja Jasa KIR.

1.5.5. Belanja Surat Tanda Momor Kendaraan,

1.5.6. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi.

1.6, Balanja Cetak dan Penggandaan.

1.6.1. Belanja Cetak.
1.6.2. Belanja Pengaandaan.

1.7 Belanja Sewsa Rumah AGedung /Gudang /Parkir.

7.1, Belanja Sewa Rumnah Jabatan /Rumah Dinas.

2.2, Belanja Sewa Gedung /Kantor /Tempat,

1.7.3, Belanja Sewa Ruang Rapat /Pertemuan,

1.7.4, Belanja Sewa Tempat Parkir /Uang Tambat /Hanggar
sarana mobilias.

[

1.8 Belania Sews Sarana Mobilitas,

1.8.1, Belanja Sewa Sarana Mabilitas Darat.
1.8.2. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air,
1.8.3. Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara, ¢

1.5, Balanja Sewa Alat Berat.

1.9.1, Belanja Sewa Eskavator,
1.9.2, Belanja sewa Buldoser,

1.10, Balania Sews Perlengrapan dan Peralatan Kantar.

1.10.1.Belanja Sewa Meja Kursi.
1.10.2.Belanja sewa Komputer dan Printer.
L.10,3.Belanja sewa Provektor,

1.10.4.Belanja sewa Generator.

1.10.5.Belanja sewa Tenda.

1.10.6.Belanja sewa Pakaian Adat /Tradisional,

111, Belania Makanan dan Minuman.

1.11.1.Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai.
1.11.2.Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

1.12. Beianfa Pakaian Dinas dan Atributnya.

1.12.1.Belanja Pakaian Dinas KDH dan WEDH.
1.12.2.Belanja Pakaian Sipil Harian [PSH).
1.12.3.Belanja Pakaian Sipil Lengkap (F5L).
1.12.4.Belanja Pakaian Dinas Harian [PDH).
1.12.5.Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDUY.



1.13. Baianja FPakaian Kerja.
1.13.1.Belanja Pakaian Kerja Lapangan,

1.14. Belariia Pakaian Khusus dan Har-har! tertenty.,

1.14.1.Balanja Pakaian KORPRI.
1.14.2 . Belanja Pakaian Adat Daerah.
1.14.3.Belanja Pakaian Batik Tradisional.
1.14.4.Belanja Pakaian Olah Raga.

115 Belania Peralanan Dinas.

1.15.1.Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah.
1.15.2.Belanja Perjalanan Dinas luar Dasrah,
1.15.3.Belanja Perjalanan Dinas Luar MNegeri.

1,16, Belania Peralanan Findah Tugas.
1.16.1.Belanja Perjalanan Pindah Tugas dalam Daerah,
1.16.2.Belanja Perjalanan Pindah Tugas luar Daerah.

1.17 Belanja Pemuianaan Pegawal,

1.17.1.Belanja Pemulangan Pegawai yang pensiun dalam Daerah,

1.17.2.Belanja Pemulangan Pegawal yang pensiun luar Dasrah.

1.17.53.Belanja  Pemulangan Pegawa vang tewas dalam
melaksanakan tugas,

WAKIL BUPATI JEPARA,

ALl IRFAN MUKHTAR



